
dimaksud dalam huruf a, pcrlu mcnctapkan Peraturan

Mcnteri Pcrhubungan tentang Perubahan Kedua Atas

Pcraturan Mcntcri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun

2015 tcntang Pclaksanaan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Bidang Pcrhubungan di Badan Koordinasi

Pcna narnan Modal;

sebagaimanapertimbanganberdasarkanb. bahwa

a. bahwa melalui Peraturan Mcnteri Perhubungan nomor

PM 147 Tahun 2015 tcntang Perubahan Atas Peraturan

Merrteri Perhuhungan Nomor PM 3 Tahun 2015 Tentang

Pclaksanaan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu Bidang

Perhubungan Di Badan Koordinasi Pcnanaman Modal,

perlu diatur penyempurnaan untuk mendorong iklim

inveslasi di lingkungan Kernenterian Pcrhubungan ;

Mcnimbang:

Ml~NTERI PEI~HUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN MENTEl~.I PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOF?PM 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERJ

PERHUBUNGAN NOMOf< PM 3 TABUN 2015 TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PERHUBUNGAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran

Ncgara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nornor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tcntang

Pencrbangan (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Negara

Rcpublik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Nomor 5083);

5. Peraturan Pemcrintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepclabuhanan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Nomor 5070) scbagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);

6. Peraturan Pemcrintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 8, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor 5093);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahuri 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana

telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2011 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Tah un 2011 Nomor 43, Tambahan Lcmbaran Negara

Rcpublik Indonesia Nomor 5208);
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Kernenterian Perhubungan (Lembaran Ncgara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

12. Peraturan Mcnteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun

2015 tcntang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi

Penanaman Modal (Berita Negara Rcpublik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 22);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 147 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Pcraturan Menteri

Perhubungan NomorPM3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan Di

Badan Koordinasi Pcnanaman Modal (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1540);

14. Peraturan Menteri Pcrhubungan Nomor PM. 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844).

tentang

Ncgara

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015

Organisasi Kernenterian Negara (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

10.

8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah

diubah derigan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahuri

2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 210);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang

Penyelcnggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014

Nomor 221);
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Pasal II

Pcraturan Menteri 1111 mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal I

Mengubah Lampiran Pcraturan Menteri Pcrhubungan Nomor

PM 3 Tahun 2015 tcntang Pclaksanaan Pelayanan Tcrpadu

Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi

Penanaman Modal (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun

2015 Nomor 22) sebagaimana tclah diu bah dengan PM 147

Tahun 2015 (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1540) sehingga menjadi sebagaimana tcrcantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan

dari Pcraturan Menteri ini.

PERUBAHAN KEDUA ATAS PEI<ATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN NOMOR PM 3 TAHUN 2015 TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG

PERHUBUNGAN Dr BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL.

TENTANGPERHUBUNGANMENTERIMenetapkan : PERATUI<AN

MEMUTUSKAN :
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SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IVIe)
NIP. 19620620 198903 2 001

KB~PALA 811<.0HUKUM

~ _tt- t
Salin an scsu ai dengan aslinya

BERITA NEGARA REPUBLlK INDONESIA TABUN 2016 NOMOR 403

WIDODO EKATcJAHJANA

ttd

Diundangkan di .Jakarta

pada tanggal 14 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PEI~UNDANG- UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

.REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS cJONAN

ttd

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2016

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya,
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KEPALA BIRO HUKUM

~ A t f
SRILESTARIRAHAYU

Pembina Utama Muda (TV/ c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Salirian scsu ai dcngan aslinya

IGNASIUS .]ONAN

ttd

MENTERlPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

1. Surat lzin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);

2. Pcnerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);

3. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan;

4. Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pckerjaan Bawah Air;

5. lzin Usaha Pcrekrutan dan Penernpatan Awak Kapal (lUPPAK);

6. Izin Pengusahaan Bandar Udara Komersil [Izin Badan Usaha Bandar Udara);

7. Izin Usaha Angkutan Udara;

8. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Yang Dilakukan Oleh Usaha

Patungan (Joint Venture) atau Yang Berstatus Penanaman Modal Asing;

9. Pcnetapan Recognized Security Organization (RSO);

10. Izin penetapan lokasi terminal angkutan barang;

11. Izin pembangunan pelabuhan sungai danau (pelayanan antar propinsi dan

lin tas ba tas Negara) ;

12. Izin pembangunan terminal khusus sungai dan danau; dan

13. lzin Usaha Sarana Perkcretaapian Umum.

IZIN USAIIA D1 BlDANG PERHUBUNGAN YANG DILAKSANAKAN DALAM
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU D1 BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

LAMPlRAN
PERATUI<ANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 3 TAHUN 2015 TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BlDANG
PERIIUBUNGAN DJ BADANKOORDINASI PENANAMANMODAL


